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KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah,
karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pe-
nulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi
Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi
Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan”
masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan Kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyelesaian disertasi ini, berbagal pihak telah memberikan
bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, per-

kenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya

kepada Ayahanda (Bapak ................ ) dan lbunda (lbu .......cccooenee. )
tercinta, Bapak dan fbu Mertua terkasih, Istriku (... ) dan Putra-
putriku (..coooeveeiei ) tersayang, serta Keluarga yang telah mendoakan dan

membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan disertasi ini.
Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan

juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan

Agung Semarang;



2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan Il Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang;

4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,,M.Hum. selaku Promotor dan Prof. Dr.
Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah
memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk
menyelesaikan disertasi ini;

5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program
Doktor IImu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris
Program Doktor Himu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Bapak dan lbu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam
Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima
kasih atas bantuannya selama ini;

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor |Imu Hukum Universitas Islam
Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya
disertasi ini;

9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan
satu-persatu.

Setelah  penulis melakukan penelitian  mengenai  Rekonstruksi

Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan untuk mendukung
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penulisan disertasi ini, ditemukan fakta bahwa Keberadaan Lembaga Bantuan
Hukum sangat penting di tengah-tengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan
di depan hukum atau equality before the law. Apalagi dengan sebagian besar
anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan
minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam
menerapkan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi, budaya hukum dan tingkat
kesadaran hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih
rendah.

Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep baru dalam
pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum
juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikata-
kan paling berhasil pada masanya. Hingga tak pelak pendirian Lembaga Bantuan
Hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organi-
sasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia. Rule of law didasarkan atas prinsip-
prinsip kunci demokratis seperti- kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas
terhadap hukum, pemisahan kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan
keputusan. Seperti demokrasi, Rule of Law adalah sebuah prinsip pemerintahan
yang berlabuh dalam proses partisipatif dan konsultatif. Akses keadilan
merupakan salah satu prinsip dasar dari Rule of Law. Dalam ketiadaan akses
keadilan, masyarakat tidak bisa menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya,
menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Karena itu perlu
terus mendorong hak atas kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua,

termasuk kelompok rentan, dan mengafirmasi ulang komitmen Lembaga Bantuan
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Hukum untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan
layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif serta akuntabel yang
mendorong akses keadilan bagi semuanya. Jika Rule of Law tidak ditegakkan,
maka kemiskinan, penderitaan dan marjinalisasi akan semakin buruk. Masyarakat
miskin dan rentan membutuhkan kemampuan mengamankan hak-hak mereka,
perlindungan hukum dan partisipasi dalam peng-ambilan kebijakan yang
mempengaruhi komunitas mereka. -Namun, ada banyak halangan untuk
mengakses keadilan, terutama mereka yang ada dalam kemiskinan, marjinal dan
keadaan yang tidak aman.

Institusi hukum dan peradilan, baik formal maupun informal, bisa menjadi
bias atau diskriminatif. Sistem Peradilan dan Keamanan bisa menjadi tidak
efektif, lambat dan tidak dapat dipercaya. Masyarakat bisa tidak memahami
mengenai hak-hak mereka. Seringkali bantuan hukum sulit terjangkau, yang
mengakibatkan kurangnya akses terhadap mekanisme formal untuk perlindungan
dan pem-berdayaan. Salah satu halangan besar dalam akses keadilan adalah
tingginya biaya untuk bantuan hukum. Program bantuan hukum merupakan
komponen kunci dari strategi untuk meningkatkan akses keadilan. Karena itu,
Bantuan Hukum Gratis untuk masyarakat miskin hadir untuk menguatkan Rule of
Law.

Di samping memberikan jasa hukum kepada masyarakat menurut UU No.
16 Tahun 2011 bantuan hukum juga bertujuan lebih luas untuk menjamin dan
memenuhi akses terhadap keadilan serta memperbaiki sistem peradilan. Saat ini

implementasi UU Bantuan Hukum masih sangat terbatas pada pemberian jasa
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hukum kepada masyarakat miskin. Hukum memiliki hubungan erat dengan
konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan hukum adalah untuk
mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima masyarakat dalam bentuk
konkrit.

Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum
Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat Berbasis Keadilan, antara lain karena adanya kelemahan di dalam
substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (lembaga), dan
kultur hukum (budaya masyarakat). a) substansi hukum : (i) Lembaga Bantuan
Hukum belum secara khusus dirumuskan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum
dan (ii) kebutuhan bantuan hukum dari kelompok-kelompok rentan seperti anak,
perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas belum diatur dalam
Undang-Undang Bantuan Hukum; (b) segi struktur hukum : (i) terbatasnya
APBN/APBD, dan (ii) keragu-raguan dalam hal kewenangan pusat-daerah untuk
menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang masih rendah; serta (c) segi
kultur/budaya hukum : kurangnya kesadaran masyarakat akan cara berhukum dan
pentingnya bantuan hukum.

Kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap lembaga bantuan hukum dalam memberikan
bantuan hukum kepada masyarakat tersebut harus dicari upaya penyelesaiannya,
dan dilakukan rekonstruksi agar pengaturan pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada

masyarakat lebih berkeadilan dan bermanfaat, mengingat apa yang diperjuangkan



oleh lembaga Bantuan Hukum adalah kepentingan negara atau rakyat Indonesia,
sehingga keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dapat menjaga Kepastian
mengenai ketentuan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum
secara profesional dan tanpa diskriminasi bagi masyarakat serta peningkatan
program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses
terhadap hak-hak mereka seperti layanan publik, layanan kesehatan dan
pendidikan,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum dapat
dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik
dari semua pihak. Penulis sangat berharap disertasi ini dapat bermanfaat dan
menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.

Akhirnya hanya kepada Allah SW.T jualah, penyusun memohon
bimbingan dan kemudahan dalam menyusun disertasi ini, semoga selama penulis
belajar dan menimba ilmu di Program Doktor llmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat
bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di

dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu ’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2021

Penulis



ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai
manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat
yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta
perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam
semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan,
menganalisis, dan menelaah tentang pelaksanaan dan kelemahan pengaturan
Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat ini.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pen-
dekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian
bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konstruksi perlindungan hukum
Lembaga Bantuan Hukum dalam mem-berikan bantuan hukum kepada
masyarakat saat ini, pada penerapannya kurang optimal dikarenakan masih
memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak
pada belum terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin; (2)
Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, yaitu : (a) substansi
hukum : (i) Lembaga Bantuan Hukum belum secara khusus dirumuskan dalam
Undang-Undang Bantuan Hukum dan (it) kebutuhan bantuan hukum dari
kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan
penyandang disabilitas belum diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum:; (b)
segi struktur hukum : (i) terbatasnya APBN/APBD, dan (ii) keragu-raguan dalam
hal kewenangan pusat-daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum yang
masih rendah; serta (c) segi kultur/budaya hukum : kurangnya kesadaran
masyarakat akan cara berhukum dan pentingnya bantuan hukum; (3) Rekonstruksi
perlindungan hukum Lembaga Bantuan Hukum dalam mem-berikan bantuan
hukum kepada masyarakat berbasis nilai keadilan, yakni: (a) segi substansi
hukum: (i) perumusan secara khusus pengertian lembaga bantuan hukum dalam
Undang-Undang Bantuan Hukum, dan (ii) penambahan ketentuan pemberian
bantuan hukum kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan,
masyarakat adat dan pe-nyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi
mereka; (b) segi struktur hukum : (i) menegaskan bantuan hukum merupakan
kewenangan pusat dan daerah, dan (ii) Penguatan kewenangan daerah untuk
menerbit-kan Perda Bantuan Hukum; serta (c) segi kultur/budaya hukum : pem-
binaan dan penyuluhan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya bantuan
hukum.

Kata kunci :  Perlindungan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum,
Berbasis Keadilan
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ABSTRACT

Provision of legal aid from legal aid institutions has great benefits for the
development of awareness of the rights of the poor so that they can access justice
properly, as well as social changes in society towards improving the welfare of
life in all areas of life based on social justice for all Indonesian people

The purpose of this research is to find out, describe, analyze, and examine
the implementation and weaknesses of legal protection construction arrangements
for legal aid institutions in providing legal assistance to the community at this
time.

This study uses a constructivism paradigm. The approach method used is
sociological juridical, with the research specification is descriptive analysis. The
data used are primary data and secondary data, which are then analyzed
qualitatively.

The results show that: (1) The construction of legal protection for Legal
Aid Institutions in providing legal aid to the public at this time is not optimal in its
application because it still has various kinds of systematic problems so that it has
not yet realized access to law and justice for the people. poor; (2) The weaknesses
of legal protection of Legal Aid Institutions in providing legal assistance to the
public at this time, namely: (a) legal substance: (i) Legal Aid Institutions have not
been specifically formulated in the Legal Aid Law and (ii) the need for assistance
the laws of vulnerable groups such as children, women, indigenous peoples and
persons with disabilities have not been regulated in the Legal Aid Law; (b) in
terms of legal structure: (i) limited APBN / APBD, and (ii) doubts regarding
central-regional authority to issue legal aid regulations which are still low; and
(c) in terms of legal culture / culture: lack of public awareness of legal methods
and the importance of legal aid; (3) Reconstruction of legal protection of Legal
Aid Institutions in providing legal aid to communities based on the value of
justice, namely: (a) the substance of the law: (i) specifically formulating the
definition of legal aid institutions in the Legal Aid Law, and (ii) ) additional
provisions for the provision of legal assistance to vulnerable groups such as
children, women, indigenous peoples and people with disabilities regardless of
their economic conditions; (b) in terms of legal structure: (i) affirming that legal
aid is the authority of the central and regional governments, and (ii)
Strengthening regional authority to issue the Legal Aid Perda; and (c) in terms of
legal culture / culture: fostering and educating the community's legal awareness
of the importance of legal aid.

Keywords: Legal Protection, Legal Aid Institutions, Legal Aid, Justice Based
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RINGKASAN

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang
memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi
manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti
dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama
dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equality before the law yang
termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hukum menetapkan apa yang
harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran
hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan
hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada
alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya
hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.
Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga
negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari
penetapannya sebagai negara hukum.

Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah dengan
mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum (LBH).
Akses bantuan hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin yang
diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu
masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi maupun bantuan hukum,
baik bersifat litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan melalui proses di
pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan di
luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, pendidikan hukum dan lain
sebagainya.

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai
manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat
yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta
perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam
semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.
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Keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di tengah masyarakat
mengingat prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law). Sehingga,
tidak salah kiranya kalau lembaga bantuan hukum dianggap sebagai safety valve
(katup pengaman), peredam gejolak sosial yang mungkin timbul dalam
masyarakat terutama di negara-negara berkembang, di mana jurang perbedaan
kaya-miskin masih lebar.

LBH mendorong rakyat, meyakinkan rakyat, diperlukan perlawanan dari
rakyat. Namun, rakyat tidak bisah melawan sendiri sehingga di butuhkan
perlawanan bersama untuk memperjuangkan hak-hak, kepentingan-kepentingan
rakyat yang sah. Kegiatan LBH tidak sebatas proses hukum di pengadilan, tetapi
juga membantu mendorong penguatan rakyat, ikut memperjuangkan hak-hak
kepentingan rakyat, agar tercapainya akses masyarakat pada keadilan. Dalam
waktu singkat LBH mencapai kesuksesan dan menarik perhatian rakyat, di mana
begitu banyak Kklien berbondong-bondong ke kantor-kantor mereka untuk
menyampaikan masalah hukum mereka.

Beragam pola pemberian bantuan hukum dilakukan LBH sejak awal
berdiri. Dalam praktik, aktivitas bantuan hukum serasi dan dientegrasikan menjadi
aktivitas pemberdayaan dan penguatan kesadaran politik masyarakat. Bantuan
hukum dalam kerangka kerja LBH merupakan aktivitas untuk memperluas akses
masyarakat atas keadilan. Namun demikian, bantuan hukum di peradilan bukan
satu-satunya aktivitas. Makna memperoleh dan menikmati akses keadilan bukan
semata-mata mendampingi individu atau kelompok masyarakat dalam proses
pemeriksaan di kepolisian atau persidangan di pengadilan, tetapi juga akses
terhadap keadilan yang sesungguhnya. Kerangka berpikir seperti itu menyebabkan
advokasi litigasi (melalui mekanisme peradilan) selalu disandingkan dan
diparalelkan dengan aktivitas di luar ruang-ruang sidang, termasuk advokasi
bersifat pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat.

Dengan adanya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat
Hukum, maka suatu proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (audi et
alteram partem), oleh karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara

bebas dan proporsional, sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud.
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Hak untuk memperoleh keadilan (access to justice) merupakan hak asasi
yang dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung dan pemerintah,
wajib untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara
atas adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warga negara. Bahwa
berdasarkan amanah dalam UUD 1945, setiap warga memiliki persamaan
kedudukan di dalam hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, serta
persamaan perlakuan hukum, sehingga hak - hak warga negara berdasarkan
konstitusi wajib dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan
perundang - undangan.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak - haknya dalam suatu
proses peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas
adanya kesewenang - wenangan dan perampasan hak - hak dasar manusia. Untuk
terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang kongkret
mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat
ditawar lagi, aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam
KUHAP.

Bantuan Hukum yang konkret bukanlah Bantuan Hukum yang sifatnya
limitative atau terbatas, namun merupakan suatu bantuan hukum yang tanpa batas
dan secara lengkap (ad infinitum), yang dapat diakses dan diberikan kepada setiap
warga negara khususnya masyarakat miskin yang sedang menjalankan proses
pemeriksaan dalam suatu perkara pidana maupun perdata.

Hukum merupakan gejala sosial yang terkonstitusi akibat adanya
masyarakat mempunyai fungsi. Fungsi yang demikian merupakan hasil dari
munculnya hukum di dalam masyarakat (gejala sosial) yang memberikan
kedudukan hukum di dalam masyarakat. Salah satu fungsi hukum didalam
masyarakat adalah hukum sebagai alat kontrol sosial (law as a tool of social
control) atau yang selanjutnya disebut social control dan hukum sebagai alat
perekayasa masyarakat (law as a tool of social enginering) atau yang selanjutnya
disebut social enginering.

Penegakan hukum dalam kerangka negara hukum yang bertanggung-jawab

adalah negara yang pembentukan undang-undangnya sesuai dengan Pancasila.
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Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan sebutan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam alinea keempat dari Pembukaan itu
menunjukkan, bahwa keseluruhan Pasal-Pasal dari Undang-undang Dasar itu
disusun berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, Undang-undang Dasar Tahun
1945 itu dijiwai oleh, dan karena itu hak asasi manusianyapun harus didasarkan
pada Pancasila. Dengan demikian, maka Pancasila itu adalah azas atau “guiding
principle” dalam bernegara di Indonesia.

Akhirnya LBH sampai pada kesimpulan menganai perlunya
mengembangkan sikap politik yang lebih realistis dengan menggunakan strategi
lebih bermitra dengan pemerintah, sepanjang pemegang kendali pemerintahan
memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan rule of law, hak asasi manusia, dan
mengembangkan demokrasi disemua lapisan masyarakat, berdasarkan latar
belakang tersebut maka dalam penelitian desertasi ini ingin menganalisis lebih
dalam sehingga mampu. menemukan konsep reformulasi hukum tentang
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang
diangkat dalam disertasi ini adalah : (1) Konstruksi Perlindungan Hukum
Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat saat ini, (2) kelemahan-kelemahan Perlindungan Hukum Lembaga
Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat
ini, serta (3) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai
dalam disertasi ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, dan
menelaah mengenai : (1) Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga
Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat saat
ini, (2) kelemahan-kelemahan Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap
Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada

Masyarakat saat ini, serta (3) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap
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Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa
teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu : Pertama, me-
nempatkan Teori Keadilan sebagai Grand Theory; Kedua, Teori Perlindungan
Hukum dan Teori Bantuan Hukum sebagai Middle Theory; dan Ketiga, Teori
Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan sebagai Applied Theory.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini
diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis,
yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperolen wawancara
dengan pihak Advokat Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah. Data sekunder
diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Data yang
diperoleh, di-analisa secara kualitatif yang meng-hasilkan data deskriptif analitis.

Temuan pertama, Konstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan
Hukum dalam mem-berikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini, pada
penerapannya kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam
persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya
access to law and justice bagi rakyat miskin.

Temuan kedua, Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum Lembaga
Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat saat ini,
yaitu : (a) substansi hukum : (i) Lembaga Bantuan Hukum belum secara khusus
dirumuskan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan (ii) kebutuhan bantuan
hukum dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat
dan penyandang disabilitas belum diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum;
(b) segi struktur hukum : (i) terbatasnya APBN/APBD, dan (ii) keragu-raguan
dalam hal kewenangan pusat-daerah untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum
yang masih rendah; serta (c) segi kultur/budaya hukum : kurangnya kesadaran

masyarakat akan cara berhukum dan pentingnya bantuan hukum.
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Temuan ketiga, Rekonstruksi perlindungan hukum Lembaga Bantuan
Hukum dalam mem-berikan bantuan hukum kepada masyarakat berbasis nilai
keadilan, yakni: (a) segi substansi hukum : (i) perumusan secara khusus
pengertian lembaga bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dan
(i) penambahan ketentuan pemberian bantuan hukum kepada kelompok-
kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan pe-nyandang
disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka; (b) segi struktur hukum : (i)
menegaskan bantuan hukum merupakan kewenangan pusat dan daerah, dan (ii)
Penguatan kewenangan daerah untuk menerbit-kan Perda Bantuan Hukum; serta
(c) segi kultur/budaya hukum : pem-binaan dan penyuluhan kesadaran hukum
masyarakat akan pentingnya bantuan hukum.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberi-
kan saran, antara lain : (1) Perlu adanya program dari pemerintah agar dapat
mendorong para advokat untuk memberikan jasa hukum lewat Lembaga Bantuan
Hukum kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang dengan pemberian
bantuan hukum secara cuma-cuma untuk memenuhi asas equality before the law;
(2) Perlunya pengawasan yang intensif dari pemerintah melalui Kementerian
Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Agar tidak
terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum untuk memenuhi hak konstitusional
fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum; (3) Pembinaan dan penyuluhan
terkait dengan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum

di setiap tingkat pemeriksaan.
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SUMMARY

Indonesia is a constitutional state (Article 1 paragraph (2) of the 1945
Constitution) which has the obligation to protect and recognize the human rights
of each individual or citizen. This determination is followed by a statement that
every citizen has an equal position before the law known as the principle of
equality before the law as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945
Constitution. . The target of the law to be aimed at is not only people who actually
act against the law, but also legal actions that may occur, and to the state
apparatus to act according to law. This system of law operation is a form of law
enforcement. The protection and recognition of the human rights of every
individual or citizen is an obligation for the state as a logical consequence of its
establishment as a rule of law.

One form of access to justice i1s by accessing legal aid provided by legal
aid agencies (LBH). Access to legal aid for the community, especially for the
poor, provided by legal aid agencies is intended to assist the community in terms
of consulting, information and legal assistance services, both in the form of
litigation, namely legal assistance provided through court processes, and non-
litigation in nature, namely legal assistance provided. outside the court such as
providing outreach, legal education and so on.

Provision of legal aid from legal aid institutions has great benefits for the
development of awareness of the rights of the poor so that they can access justice
properly, as well as social changes in society towards improving the welfare of
life in all areas of life based on social justice for all Indonesian people.

The existence of legal aid institutions is very important in society
considering the principle of equality before the law. So, it is not wrong if legal aid
institutions are considered as safety valves, a damper for social upheaval that may
arise in society, especially in developing countries, where the gap between the
rich and the poor is still wide.

LBH encourages the people, convincing the people, it takes resistance

from the people. However, the people cannot fight alone, so they need collective
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resistance to fight for the rights and legitimate interests of the people. LBH's
activities are not limited to legal proceedings in court, but also help encourage the
strengthening of the people, participate in fighting for the rights of the people's
interests, in order to achieve public access to justice. In a short time LBH
achieved success and attracted the attention of the people, where so many clients
flocked to their offices to convey their legal problems.

LBH has provided various patterns of legal aid since its inception. In
practice, legal aid activities are harmonious and integrated into activities to
empower and strengthen people's political awareness. Legal aid within the
framework of LBH is an activity to expand public access to justice. However,
legal aid in court is not the only activity. The meaning of obtaining and enjoying
access to justice is not merely to assist individuals or community groups in the
investigation process in the police or in court proceedings, but also access to real
justice. Such a framework of thinking causes litigation advocacy (through judicial
mechanisms) to always be juxtaposed and paralleled by activities outside court
rooms, including advocacy in the nature of empowerment and community
organizing.

With the provision of Legal Aid by the Legal Counsel, a trial process will
run in a balanced manner (audi et alteram partem), because the parties can give
their opinion freely and proportionally, so that a fair trial can be realized.

The right to obtain justice (access to justice) is a basic right that every
citizen has. The state as the protector and the government is obliged to provide
protection and defense to every citizen of the unfair treatment experienced by
citizens. Whereas based on the mandate in the 1945 Constitution, every citizen
has an equal position in the law, and is entitled to just legal protection, as well as
equal legal treatment, so that the rights of citizens based on the constitution must
be guaranteed and protected by the state in a statutory regulation.

Every citizen has the right to obtain his rights in a judicial process, which
aims to protect individual citizens against arbitrariness and deprivation of basic
human rights. In order to create such a goal, the existence of a concrete

arrangement regarding the provision of legal aid is something that cannot be
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negotiated. This rule can be made into a complete special chapter in the Criminal
Procedure Code.

Concrete legal aid is not legal aid which is limited or limited in nature, but
is a legal aid that is unlimited and complete (ad infinitum), which can be accessed
and provided to every citizen, especially the poor who are carrying out the
investigation process in a criminal case. or civil.

Law is a constitutional social phenomenon due to the existence of society
having a function. Such a function is the result of the emergence of law in society
(social phenomenon) which gives legal standing in society. One of the functions
of law in society is law as a tool of social control or hereinafter referred to as
social control and law as a tool of social engineering or hereinafter referred to as
social engineering.

Law enforcement within the framework of a state of law that is
accountable is a state whose constitution is in accordance with Pancasila. On
August 18, 1945, the Preparatory Committee for Indonesian Independence
stipulated the entry into force of the 1945 Constitution. The fourth paragraph of
the Preamble indicated that the entire Articles of the Basic Law were compiled on
the basis of Pancasila. In other words, the 1945 Constitution is inspired by, and
therefore human rights must be based on Pancasila. Thus, Pancasila is the guiding
principle of the state in Indonesia.

Finally, LBH came to a conclusion regarding the need to develop a more
realistic political attitude by using a more parinered strategy with the government,
as long as the government control holders have a high commitment to upholding
the rule of law, human rights, and developing democracy in all levels of society,
based on this background. In this dissertation research, he wants to analyze more
deeply so as to be able to find the concept of legal reformulation regarding the
Reconstruction of Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Justice-
Based Legal Aid to Communities.

Based on the description of the background of the problem, the issues
raised in this dissertation are: (1) Construction of Legal Protection for Legal Aid

Institutions in Providing Legal Aid to the Community at this time, (2) the

XXi



weaknesses of Legal Protection of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid
to the Community at this time, as well as (3) Reconstruction of Legal Protection
for Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to Communities Based on
Justice Values.

In connection with these problems, the objectives to be achieved in this
dissertation are to find out, describe, analyze, and examine: (1) Construction of
Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to the
Community at this time, (2) weaknesses in Construction Legal Protection for
Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid to Communities at this time, and (3)
Reconstruction of Legal Protection for Legal Aid Institutions in Providing Legal
Aid to Communities Based on Justice Values.

To achieve the objectives of this study, researchers used several theories to
analyze the three main problems, namely: First, placing the Theory of Justice as a
Grand Theory; Second, Legal Protection Theory and Legal Aid Theory as Middle
Theory; and Third, the Theory of Law and Welfare State as Applied Theory.

This study uses a constructivism paradigm. This research is directed to
reconstruct existing legal constructs. In this study, the authors used a sociological
legal research type, which is analytical descriptive research. The data used in this
study are primary data and secondary data. Primary data obtained by interviews
with the Advocates of the Legal Aid Institute in Central Java. Secondary data
were obtained from library materials through library research. The data obtained
were analyzed qualitatively which resulted in descriptive analytical data.

The first finding is that the construction of legal protection for Legal Aid
Institutions in providing legal aid to the public at this time is not optimal in its
application because it still has various kinds of systematic problems so that it has
an impact on not realizing access to law and justice for the poor.

The second finding is the weaknesses of legal protection of Legal Aid
Institutions in providing legal assistance to the public at this time, namely: (a)
legal substance: (i) Legal Aid Institutions have not been specifically formulated in
the Legal Aid Law and (ii) the need for assistance the laws of vulnerable groups

such as children, women, indigenous peoples and persons with disabilities have
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not been regulated in the Legal Aid Law; (b) in terms of legal structure: (i) limited
APBN / APBD, and (ii) doubts regarding central-regional authority to issue legal
aid regulations which are still low; and (c) in terms of legal culture / culture: lack
of public awareness of legal methods and the importance of legal aid.

The third finding is the reconstruction of legal protection for legal aid
institutions in providing legal aid to communities based on the value of justice,
namely: (a) the substance of the law: (i) the specific formulation of the definition
of legal aid institutions in the Legal Aid Law, and (ii) ) additional provisions for
the provision of legal assistance to vulnerable groups such as children, women,
indigenous peoples and people with disabilities regardless of their economic
conditions; (b) in terms of legal structure: (i) affirming that legal aid is the
authority of the central and regional governments, and (ii) Strengthening regional
authority to issue the Legal Aid Perda; and (c) in terms of legal culture / culture:
fostering and educating the community's legal awareness of the importance of
legal aid.

Based on the findings as mentioned, suggestions can be given, including:
(1) There is a need for a program from the government in order to encourage
advocates to provide legal services through the Legal Aid Institute to the
community regardless of their background by providing free legal aid. -Just to
fulfill the principle of equality before the law; (2) The need for intensive
supervision from the government through the Ministry of Law and Human Rights
in the implementation of the provision of legal aid. So that there is no misuse of
legal aid funds to fulfill the constitutional rights of the poor in obtaining legal
assistance; (3) Guidance and counseling related to public legal awareness of the

importance of legal aid at every level of examination.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara
Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (Machtstaat). Ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan
menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945)
yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan
hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan
tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki
kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equality

before the law yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh
dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja
orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan

hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk



bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu
merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Perlindungan dan pengakuan
hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu
kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai

negara hukum.?

Konsekuensi dari prinsip equality before the law, seseorang berhak
untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang
sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara
kontitusi pada pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan
anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar
memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan
akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip equality before the
law tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan
dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.
Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama

access to law and justice (akses terhadap hukum dan keadilan).?

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan access to law and justice,
Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan

prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang

! Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis,
Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Iimu Budaya UNDIP,
him.162

2 Suyogi Imam Fauzi, Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum
Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Volume 15,
Nomor 1, Maret 2018, him.50-72



Bantuan Hukum (selanjutanya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari
regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat
sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut
merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai officium nobile
(profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang
Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan
bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar
belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan

gender.®

Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi
rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari access to law and justice.
Berbicara mengenai prinsip equality before the law, hak asasi manusia, dan
access to law and justice merupakan suatu hal yang mudah dan
menyenangkan, akan tetapi ketika dalam tataran praktik realitas masyarakat,
hal itu semua akan menjadi tamparan telak. Realitas dalam masyarakat
mengenai equality before the law, hak asasi manusia dan access to law and
justice sama sekali tidak seperti apa yang dibicarakan. Hal itu semua hampir
tidak terlaksana, diabaikan dan dilanggar secara terang-terangan baik dari
pemerintah, penegak hukum atau bahkan sampai kepada para pencari

keadilan.

3 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat
Hukum Bagi Semua Warga Negara, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, him.101.



Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di Indonesia diarahkan
supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan
pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan
kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Penegakkan
hukum merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat khususnya yang
mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang mengetahui,
setidaknya merasakan bahwa maksud dan hakekat hukum adalah bertujuan
sudah jelas mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat,
pengertian hukum yang demikian bagi masyarakat sifatnya universal, namun
tidak menutup kemungkinan ada unsur ketidakpuasan yang timbul di tengah

masyarakat.*

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak
individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di
hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (equality before
the law), maka ada persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang.
Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh
keadilan (access to justice).® Salah satu bentuk akses untuk memperoleh
keadilan adalah dengan mengakses bantuan hukum yang diberikan oleh

lembaga bantuan hukum (LBH).

Akses bantuan hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin

yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu

4 Wiwik Vahaya, Peradilan Pidana di Indonesia, Simbul Jaya, Jakarta, 2001, him 23

> Frans Hendra Winarta, Suara Rakyat Hukum Tertinggi, Cetakan Pertama Kompas,
Jakarta, 2009, him 15.



masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi, informasi maupun bantuan
hukum, baik bersifat litigasi yaitu bantuan hukum yang diberikan melalui
proses di pengadilan, maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum yang
diberikan di luar pengadilan seperti memberikan sosialisasi, pendidikan

hukum dan lain sebagainya.

Pemberian bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum, mempunyai
manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak masyarakat
yang tidak mampu agar mereka dapat mengakses keadilan dengan baik, serta
perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam
semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.® Perolehan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum adalah
hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk
memperoleh keadilan bagi semua orang (justice for all). Keadilan menurut
Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang
mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang.5
Keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan
dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1)
tercantum bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum”.

6 Mulya Lubis, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, Cetakan Pertama, LP3ES,
Jakarta, 1986, him 52.



Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama
atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk
mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan
seseorang didepan hukum ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan

tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Penegakan prinsip keadilan sebagai salah satu ciri dari negara hukum
dapat diwujudkan melalui - pemenuhan akses terhadap hukum yang
menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pencapaian
keadilan sosial bagi rakyat Indonesia harus didukung dengan keberadaan
sistem hukum yang dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan
dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun
keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun

kelompok.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah dijamin oleh negara
dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Jelas
dijamin di dalam UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
bahwa: “Segala warga negara bersama kedudukanya didalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya”.



Ditambahkan pula jaminannya dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ini diperinci lagi di dalam Pasal 281 ayat (1) bahwa: ‘“Hak untuk
hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakuai sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun”.’

Kemudian jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum pula telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan
tegas mengakui kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum dengan
Cuma-cuma ini_melalui Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Advokat
wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada pencari

keadilan yang tidak mampu”.

Bahkan didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Setiap orang yang

tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.’

" A Patra M. Zen, Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman
Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Cetakan Pertama, YLBH, Jakarta, 2006,
him 47

8 Munir Fuady, Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat,
Notaris, Kurator, dan Pengurus, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, him 28.

® Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004, Cetakan Pertama, FH Ul Press, Yogyakarta, 2007, him 277



Dari undang-undang advokat yang mana sudah ditegaskan dalam Pasal
22 ayat (1) tersebut diatas jelas mewajibkan para advokat untuk menangani
perkara pro bono, namun kewajiban memberikan bantuan hukum oleh advokat
di dalam undang-undang advokat tidak dijelaskan lebih lanjut ruang
lingkupnya dan proporsinya sehingga realitas yang terjadi belum banyak
advokat yang kemudian memiliki kesadaran dan kepedulian untuk
melaksanakan hal tersebut yang akibatnya, realisasi praktek pro bono advokat

tidak berjalan.

Selanjutnya, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 menyatakan: “Guna
kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan
hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada
setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-

undang ini”’*°

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa
bantuan hukum merupakan hak dari tersangka, yang mana apabila tersangka
tersebut menggunakan haknya, ia dapat mencari sendiri seorang penasehat
hukum baginya. Apabila tersangka berasal dari golongan tidak mampu, hal ini
diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal
tersangka atau terdakwa disangka dan didakwa melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih

10 Soerodibroto, R. Soenarto, KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah
Agung dan Hoge Raad. Edisi ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him 54.



atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau
lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib

menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Penjelasan dari keterangan pasal tersebut, tersangka yang tidak mampu
untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum yang mana ia
diancam pidana lima tahun atau lebih; maka pejabat yang bersangkutan wajib
menunjuk penasehat hukum baginya dan penasehat hukum yang ditunjuk

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Meskipun telah jelas diatur hak atas bantuan hukum terhadap tersangka
diatas, pasal-pasal diatas belum cukup memberikan jaminan pemenuhan hak
atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin mengingat masih terdapat
beberapa kelemahan jaminan hak atas bantuan hukum itu sendiri dalam

KUHAP baik dari sisi aturan maupun prakteknya.

Berdasarkan situasi diatas, maka pada dasarnya Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lahir, untuk lebih menjamin
pelaksanaan hak atas bantuan hukum melalui Undang-Undang Advokat dan
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang selama ini kurang memadai
guna memastikan pemenuhan akses keadilan kepada masyarakat dan jaminan
persamaan dimuka hukum bagi masyarakat miskin. Pengaturan tersebut untuk
melengkapi bukan menghapus konsep probono publico yang telah diterapkan

dengan konsep legal aid. Pengaturan tanggung jawab negara dalam bantuan



hukum ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas bantuan hukum pada
dasarnya adalah hak konstitusional yang pemenuhannya adalah tanggung
jawab negara yang tidak lain adalah untuk menjawab realitas kebutuhan

bantuan hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Bantuan Hukum muncul sebagai konsekuensi negara
hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab
yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan
dimuka hukum dan pemerintahan bagi warganya. Terlebih di negara Indonesia
yang warga negaranya memiliki tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi yang

tidak merata yang berimbas pada kemampuan mereka mengakses keadilan.

Bantuan hukum ini diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar
mereka bisah memperoleh keadilan sama dengan orang yang ekonominya
sudah mapan di dalam suatu masyarakat. hal ini selaras dengan access to legal
counsel sebagai hak asasi manusia yang di jamin dalam UN Declaration of
Human Rights, di mana setiap orang yang di tuntut di hadapan hukum berhak

didampingi oleh seorang atau lebih advokat.

Keberadaan lembaga bantuan hukum sangat penting di tengah
masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum (equality before the
law). Sehingga, tidak salah kiranya kalau lembaga bantuan hukum dianggap

sebagai safety valve (katup pengaman), peredam gejolak sosial yang mungkin

10



timbul dalam masyarakat terutama di negara-negara berkembang, di mana

jurang perbedaan kaya-miskin masih lebar.

Lembaga bantuan hukum didirikan pada 28 Oktober 1970 oleh Peradin
berdasarkan sebuah usul yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution dalam
Kongres Peradin Il tahun 1969 di Jakarta. Lembaga tersebut dimaksudkan
sebagai pilot project, dan apabila berhasil, akan dijadikan model untuk
perkembangan bantuan hukum di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat
berdirinya lembaga bantuan hukum, Peradin meminta pengesahan dari
pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta.'? Maka atas permintaan dewan
pimpinan pusat Peradin kepada Gubernur kepala daerah khusus ibu kota
Jakarta, di keluarkan surat keputusan No. 1. b. 3/1/31/70 dari Gubernur. Surat
keputusan tersebut antara lain berisikan suatu pengukuhan berdirinya lembaga
bantuan hukum diwilayah DKI Jakarta, yang disertai dengan pemberian
subsidi. Pada tanggal 1 April 1971 lembaga bantuan hukum menjadi suatu
kenyataan dan mulai bekerja secara efektif. Maksud didirikannya lembaga

bantuan hukum tersebut adalah:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat

luas yang tidak mampu,

1 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Cetakan
Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, him 29-30.

12 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Edisi Revisi Cetakan Pertama,
Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, him 66.
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2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum
dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya

sebagai subjek hukum,

3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai zaman

(modernisasi).

Lahirnya lembaga bantuan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari
perjuangan era Orde Baru di tahun 1966 yang menjanjikan kepada rakyat
untuk memperlakukan kembali peraturan hukum (rule of law) di Indonesia.'®
Indonesi pada era Orde Baru, sangat menganut sistem pemerintahan yang
sentralistik, model strategi pembangunan hukumnya menggunakan strategi
pembangunan hukum yang ortodoks, yakni strateginya menggunakan
pendekatan instrumentalis terhadap pembangunan hukum. Dimana hukum
dilihat sebagai instrumen atau sekedar alat untuk memenuhi keinginan para

aktor sosial/politik yang dominan.

Produk dari strategi pembangunan hukum ortodoks ini menghasilkan
produk hukum' represif yang pada dasarnya melihat hukum sebagai alat
kekuasaan untuk mempertahankan status quo dan berusaha semaksimal
mungkin untuk meminimalisir perubahan termasuk upaya-upaya tuntutan
perubahan dari publik yang cenderung dianggap dapat membahayakan
kekuasaannya. Maka tidak heran apabila praktek-praktek KKN, pelanggaran

HAM, mafia peradilan menjadi warna dalam pemerintahan era Orde Baru. Hal

13 1bid.
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ini mengakibatkan terjadi disorienta